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1. PENDAHULUAN 

Korupsi masih menjadi persoalan besar yang dihadapi berbagai negara, termasuk 

Indonesia. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga 

menghambat proses pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, serta menurunkan 

tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Penanganan korupsi tidak dapat 

hanya mengandalkan penegakan hukum oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, 

tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan kepada 

masyarakat. Penyuluhan anti korupsi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, 

sikap, dan perilaku yang menolak tindakan koruptif sejak dini (Djasri et al., 2018). 

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan anti korupsi perlu disesuaikan dengan karakteristik 

kelompok sasaran yang beragam, seperti pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, dan 

masyarakat umum. Setiap kelompok memiliki tingkat pemahaman dan kebutuhan yang 

berbeda, sehingga pendekatan, metode, serta materi yang digunakan harus dirancang secara 

khusus agar lebih efektif. Jika tidak disesuaikan, penyuluhan yang dilakukan berisiko tidak 

memberikan dampak yang optimal terhadap perubahan perilaku (Said & Dinata, 2023). 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam esai ini meliputi: (1) pentingnya 

penyuluhan anti korupsi bagi berbagai kelompok sasaran, (2) strategi penyuluhan yang efektif 

sesuai dengan karakteristik kelompok, dan (3) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

penyuluhan tersebut. Adapun tujuan penulisan esai ini adalah untuk mengkaji peran penting 

penyuluhan anti korupsi, mengidentifikasi strategi yang sesuai, serta memberikan gambaran 

upaya peningkatan efektivitas penyuluhan (Ayuningtyas, 2020). 

Dengan demikian, esai ini berangkat dari tesis bahwa penyuluhan anti korupsi yang 

dirancang secara tepat dan disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran merupakan 

upaya strategis dalam pencegahan korupsi. Melalui pendekatan edukatif yang terencana dan 

berkelanjutan, diharapkan dapat terbentuk budaya anti korupsi dalam masyarakat, sehingga 

mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Juwita, 2018). 
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2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI 

2.1. Konsep Utama 

Korupsi pada dasarnya diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang atau 

kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang berdampak merugikan 

masyarakat luas. Menurut Transparency International, korupsi meliputi berbagai bentuk seperti 

suap, nepotisme, gratifikasi, dan penggelapan. Di Indonesia, pemahaman mengenai korupsi 

juga diperkuat melalui kebijakan serta upaya edukasi yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Ayuningtyas, 2020). 

Penyuluhan anti korupsi merupakan suatu kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman, membentuk sikap, serta mendorong perilaku masyarakat agar 

menolak praktik korupsi. Kegiatan ini tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga 

berupaya menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Sasaran 

penyuluhan pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, hingga 

masyarakat umum, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik 

masing-masing kelompok (Said & Dinata, 2023). Selain itu, konsep perubahan perilaku 

menjadi aspek penting dalam penyuluhan anti korupsi. Perubahan perilaku merujuk pada 

proses perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan individu sebagai hasil dari intervensi 

tertentu (Ayuningtyas, 2020). 

2.2. Teori Pendukung 

Salah satu teori yang dapat digunakan dalam memahami efektivitas penyuluhan anti 

korupsi adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen. Teori 

ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol diri. Dalam konteks penyuluhan, teori 

ini membantu menjelaskan bagaimana individu dapat terdorong untuk menghindari tindakan 

korupsi melalui peningkatan pemahaman dan pengaruh lingkungan sosial (Ayuningtyas, 

2020). 

Selain itu, pendekatan pendidikan karakter juga berperan penting dalam upaya 

pencegahan korupsi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembentukan nilai-nilai moral 

seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya 
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berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai 

yang berdampak jangka panjang (Juwita, 2018). 

Teori lain yang relevan adalah Social Learning Theory yang diperkenalkan oleh Albert 

Bandura. Teori ini menyatakan bahwa individu belajar melalui pengamatan terhadap 

lingkungan dan interaksi sosial. Dalam penyuluhan anti korupsi, keberadaan teladan, 

lingkungan yang mendukung, serta media informasi memiliki peran penting dalam membentuk 

perilaku individu. Melalui penerapan teori-teori tersebut, analisis dalam esai ini akan 

menitikberatkan pada bagaimana penyuluhan dapat memengaruhi sikap, niat, dan perilaku 

individu dalam menolak korupsi, serta bagaimana lingkungan sosial turut memperkuat nilai-

nilai tersebut (Ayuningtyas, 2020). 

2.3. Penelitian Relevan 

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan 

memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Anna Persson, Bo Rothstein, dan Jan Teorell (2013) menyatakan bahwa korupsi merupakan 

masalah sistemik yang tidak cukup ditangani melalui pendekatan hukum saja, melainkan 

membutuhkan perubahan norma sosial secara kolektif. Hal ini menegaskan pentingnya 

pendekatan edukatif seperti penyuluhan dalam membentuk perilaku masyarakat (Ayuningtyas, 

2020). 

Selain itu, penelitian yang berlandaskan teori Icek Ajzen menunjukkan bahwa 

peningkatan pengetahuan dan sikap melalui edukasi dapat memengaruhi niat individu untuk 

berperilaku jujur. Temuan ini memperkuat bahwa penyuluhan yang dirancang dengan baik 

mampu meningkatkan kesadaran serta komitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi (Juwita, 

2018). 

Penelitian lainnya juga menekankan bahwa keberhasilan penyuluhan sangat 

dipengaruhi oleh kesesuaian metode dengan karakteristik kelompok sasaran. Sebagai contoh, 

pendekatan interaktif lebih efektif diterapkan pada pelajar, sementara pada aparatur sipil negara 

lebih tepat jika dikaitkan dengan aspek regulasi dan sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa 

strategi penyuluhan perlu disesuaikan agar hasilnya lebih optimal (Said & Dinata, 2023). 

Berbeda dengan penelitian terdahulu, esai ini mencoba memberikan kajian yang lebih 

menyeluruh mengenai strategi penyuluhan anti korupsi dengan mempertimbangkan berbagai 
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kelompok sasaran. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat melengkapi penelitian 

sebelumnya melalui pendekatan yang lebih praktis dan aplikatif (Ayuningtyas, 2020). 

3. PEMBAHASAN / ANALISIS 

3.1. Analisis Bagian Pertama  

Penyuluhan anti korupsi merupakan langkah preventif yang memiliki peran strategis 

dalam menekan praktik korupsi di masyarakat. Pendekatan represif melalui penegakan hukum 

yang dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti penting, namun 

belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan korupsi yang bersifat sistemik. Menurut 

Transparency International, tingginya tingkat korupsi di suatu negara sering kali dipengaruhi 

oleh lemahnya budaya integritas dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi 

(Juwita, 2017). 

Dalam konteks ini, penyuluhan menjadi instrumen penting untuk membangun 

kesadaran sejak dini. Misalnya, pada kelompok pelajar dan mahasiswa, penyuluhan dapat 

membentuk karakter dan nilai-nilai kejujuran yang akan terbawa hingga dewasa. Sementara 

itu, pada aparatur sipil negara, penyuluhan berfungsi untuk memperkuat pemahaman mengenai 

etika profesi dan konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. Penelitian oleh Anna Persson, Bo 

Rothstein, dan Jan Teorell (2013) menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena kolektif 

yang dipengaruhi oleh norma sosial, sehingga intervensi berbasis edukasi sangat diperlukan 

untuk mengubah pola pikir masyarakat (Djasri et al., 2018). 

Dengan demikian, penyuluhan anti korupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya anti korupsi yang 

berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat (Ayuningtyas, 2020). 

3.2. Analisis Bagian Kedua 

Efektivitas penyuluhan anti korupsi sangat bergantung pada strategi yang digunakan, 

khususnya dalam memengaruhi perilaku individu. Berdasarkan Theory of Planned Behavior 

(TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, perilaku seseorang ditentukan oleh niat yang 

dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri. Oleh karena itu, penyuluhan 

harus dirancang untuk memengaruhi ketiga aspek tersebut (Juwita, 2018). 

Pertama, dari aspek sikap, penyuluhan perlu memberikan pemahaman yang jelas 

mengenai dampak negatif korupsi, baik secara ekonomi maupun sosial. Kedua, dari aspek 
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norma subjektif, penyuluhan harus mampu menciptakan tekanan sosial yang positif, misalnya 

melalui kampanye publik atau keteladanan tokoh masyarakat. Ketiga, dari aspek kontrol diri, 

individu perlu diyakinkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menolak praktik korupsi, 

meskipun berada dalam situasi yang berisiko (Ayuningtyas, 2020). 

Selain itu, teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura menekankan pentingnya peran 

lingkungan dan teladan dalam membentuk perilaku. Dalam praktiknya, penyuluhan yang 

melibatkan figur inspiratif atau menggunakan media interaktif terbukti lebih efektif dalam 

memengaruhi perilaku dibandingkan metode ceramah konvensional. Dengan 

mengintegrasikan teori-teori tersebut, penyuluhan anti korupsi dapat dirancang secara lebih 

sistematis dan berbasis bukti, sehingga mampu menghasilkan perubahan perilaku yang nyata 

(Juwita, 2018). 

3.3. Analisis Bagian Ketiga 

Meskipun memiliki peran penting, pelaksanaan penyuluhan anti korupsi masih 

menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi 

masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, 

perbedaan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi juga menjadi hambatan dalam 

penyampaian pesan yang efektif (Said & Dinata, 2023). 

Tantangan lainnya adalah adanya budaya permisif terhadap korupsi di sebagian 

masyarakat, di mana praktik seperti pemberian “uang terima kasih” masih dianggap wajar. Hal 

ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak dapat dicapai hanya melalui penyuluhan 

jangka pendek, tetapi memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan terintegrasi (Juwita, 

2017). 

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan inovasi dalam metode penyuluhan, seperti 

penggunaan media digital, pendekatan partisipatif, serta integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam 

sistem pendidikan formal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan 

masyarakat juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan  Dengan 

demikian, penyuluhan anti korupsi yang efektif harus mampu mengatasi berbagai tantangan 

tersebut melalui pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berbasis kebutuhan kelompok sasaran. 

Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyuluhan tidak hanya bersifat informatif, tetapi 

juga mampu mendorong perubahan perilaku yang nyata dan berkelanjutan (Ayuningtyas, 

2020). 
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4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tenaga gizi memiliki peranan 

yang sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan, khususnya dalam 

pelaksanaan program gizi. Hal ini menjawab rumusan masalah bahwa tugas tenaga gizi tidak 

hanya sebatas menjalankan pelayanan teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam 

menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain itu, berbagai potensi 

korupsi seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, serta ketidaktepatan sasaran 

bantuan dapat diminimalkan melalui pemahaman terhadap faktor penyebab korupsi serta 

penerapan sistem tata kelola yang baik (Said & Dinata, 2023). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi dipengaruhi oleh 

tiga aspek utama, yaitu individu, organisasi, dan sistem. Dari aspek individu, integritas dan 

kesadaran tenaga gizi menjadi faktor yang sangat menentukan. Dari aspek organisasi, 

diperlukan adanya sistem pengawasan yang efektif serta penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam setiap kegiatan. Sementara itu, dari aspek sistem, dukungan kebijakan, 

pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan 

peluang terjadinya korupsi. Penggunaan pendekatan teori seperti good governance, fraud 

triangle, dan teori perilaku terencana semakin memperkuat bahwa pencegahan korupsi 

memerlukan sinergi antara nilai individu, sistem kerja, dan lingkungan (Juwita, 2018). 

Implikasi dari kajian ini menunjukkan perlunya penguatan kompetensi tenaga gizi 

melalui pendidikan dan pelatihan terkait anti korupsi, serta peningkatan sistem pengawasan 

dalam pelaksanaan program gizi. Untuk praktik ke depan, tenaga gizi diharapkan dapat 

berperan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bersih dan 

berintegritas. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi yang lebih 

mendalam dan berbasis data lapangan terkait implementasi peran tenaga gizi dalam 

pencegahan korupsi di berbagai daerah, sehingga dapat menghasilkan strategi yang lebih 

efektif dan aplikatif (Said & Dinata, 2023). 
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